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ABSTRAK 
Perjanjian ekstradisi memberi kemudahan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian, dimana perjanjian 
tersebut untuk menindak, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan di suatu negara yang melarikan diri ke 
negara lain diluar yurisdiksi nasional. Kehadiran pelaku tersebut kenegara lain untuk menghindari upaya 
penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Maka dengan 
larinya pelaku keluar negeri, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat 
menangkap pelaku tersebut, yang dimana pelaku tersebut telah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tempat 
kejadian kejahatan yang dilakukan (locus delicti). Salah satunya adalah perkara tindak pidana korupsi dianggap 
sebagai ancaman kejahatan luar biasa yang merugikan seluruh masyarakat di dunia, dalam penegakkan hukum 
tindak pidana korupsi yang pelakuya melarikan diri keluar negeri agar dirinya merasa aman dan terbebas dari 
suatu tindak pidana yang ia lakukan. Maka ekstradisi dan pengembalian aset sangan diperlukan untuk para pelaku 
tindak pidana korupsi yang melarikan diri kenegara lain. Mekanisme dari bentuk kerjasama internasional dalam 
pengambilalihan aset tindak pidana dari negara lain sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 43 (1) UNCAC 
sangat diperlukan. Dalam hal ini kedudukan perjanjian ekstradisi sangatlah penting untuk para pelaku tindak 
pidana korupsi yang melarikan diri kenegara lain. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis 
normatif dengan penelitian dari data sekunder dan dijelaskan secara deskriptif. Sehingga pada akhirnya penulis 
berkesimpulan bahwa peraturan berupa pedoman terkait tindakan pengembalian aset dari tindak pidana korupsi 
yang ada di luar negeri lewat pengembangan perjanjian ekstradisi.  
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I. PENDAHULUAN 
Korupsi pada dasarnya telah menjadi suatu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat disetiap negara 
khususnya Indonesia. Gencarnya tuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang disuarakan oleh 
masyarakat Indonesia saat ini, disebabkan karena pelanggaran hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia sebagai 
akibat dari adanya korupsi semakin memuncak, dimana secara kuantitatif kerugian negara, termasuk kesengsaraan 
rakyat Indonesia, sudah melampaui batas-batas toleransi, baik dilihat dari sisi moral etika, kesusilaan dan 
pelanggaran hukum. (Darmono: 2012: 1) Korupsi sudah menimbulkan kerugian immaterial berupa pandangan 
negatif terhadap moral sebagian penyelenggara negara, termasuk aparatur penegak hukum, yang jika dibiarkan terus 
akan dapat menghasilkan generasi yang tidak peduli dengan kepentingan rakyat banyak. 
Korupsi atau pemberantasan korupsi lebih tepat dikatakan sebagai suatu fenomena sosial, karena sudah 
dianggap sebagai budaya bangsa dan pemberantasannya pada jalur penegakan hukum seharusnya dapat menyentuh 
titik pemahaman yang sedemikian sudah ada pada aturan yang ada. Ketidakmampuan untuk memahaminya akan 
berakibat pada stagnansi, atau lebih parah lagi, dekadensi gagasan dan tindakan pemberantasan korupsi karena ada 
juga pendapat yang mengatakan bahwa korupsi telah masuk secara luas dalam ranah mentalitas dan sukma 
masyarakat.
 
(Ino Susanti: 2014: 2) Oleh karena hal tersebut, yang paling terkena sasaran kritik ketika terjadi tindak 
pidana korupsi adalah bidang penegakan hukum beserta para pihak serta struktur yang bekerja didalamnya. 
Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 
1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun 
karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 
kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. (UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi) Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 
31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 
2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. 
Maka tindak pidana koruspsi merupakan suatu ancaman bagi setiap negara, yang sudah jelas bertolak belakang 
dengan program KPK yaitu melawan tindak pidana korupsi. Peran masyarakat adalah peran yang paling penting 
dimana masyarakat harus meyadari apabila ada kejanggalan di dalam suatu lembaga yang melakukan suatu tindak 
pidana korupsi dan masyarakat berani untuk melaporkan tindakan tersebut. Masyarakat pun harus berani untuk 
mengemukakan pendapat meraka bahwa suatu lembaga harus bersih dan transparan agar tidak tercapainya suatu 
tindak pidana korupsi. 
Tingginya angka tindak pidana korupsi hingga saat ini, dianggap perlu adanya pengaturan terhadap tindak 
pidana korupsi, mengingat juga sifat dari tindak pidana korupsi yang merupakan suatu tindak pidana yang disebut 
juga dengan kejahatan extraordinary crime. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan antara lain 
dengan instrumen hukum luar biasa (extraordinary legal instrument), sepanjang instrumen hukum yang luar biasa 
tersebut tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara universal. (Ridwan: 2005: 77) 
Kejahatan korupsi bukan lagi merupakan urusan domestik negara yang bersangkutan, akan tetapi menjadi 
persoalan global, (Mochtar Kusumaatmadja: 1983) yang harus ditangani dalam semangat kebersamaan. Tanpa 
adanya sikap saling mempercayai dan memberikan dukungan  Dalam memberantas korupsi, kejahatan yang telah 
merusak sendi-sendi ekonomi, sosial, dan politik ini akan selalu mempunyai hubungan antar negara, baik dalam  
konteks politik maupun ekonomi.  
Indonesia dengan menandatangani Konvensi antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption) pada 
tahun 2003 dan meratifikasinya maka pertama, Indonesia telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya kepada 
masyarakat internasional dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Kedua, Indonesia dapat menerapkan standar 
internasional dalam memberantas korupsi, baik menyangkut legal flamework dan strateginya. Ketiga, Indonesia 
dapat mendesak dunia internasional untuk melakukan pemberantasan korupsi menyangkut isu-isu yang berkaitan 
dengan upaya ekstradisi para koruptor, penerapan Mutual Legal Assistance (MLA), asset recovery, dan sebagainya. 
(Nurdjana: 2005) Untuk penegakkan sendiri diperlukan suatu instrumen hukum internasional untuk meminimalisir 
tindak pidana korupsi yakni dengan melakukan perjanjian ekstradisi secara billateral maupun multilateral dengan 
negara lain. 
Akan tetapi proses, pelaksanaan  dan kedudukan dari ekstradisi ini sendiri masih belum banyak diketahui. 
Dengan demikian, istilah ekstradisi secara umum diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri 
ke suatu negara kepada negara yang memintanya. Ekstradisi dalam pelaksanaannya menunjuk pada proses di mana 
berdasarkan perjanjian atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaanya 
seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara 
yang menunjukkan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh 
pelaku tindak pidana tersebut. Biasanya, tindakan kejahatan yang dituduhkan dilakukan di dalam wilayah atau di 
atas sebuah kapal yang mengibarkan bendera negara penuntut dan biasanya tertuduh pelaku berada di dalam wilayah 
negara yang menyerahkan untuk mencari perlindungan. Permintaan ekstradisi biasanya dimuat dan dijawab melalui 
saluran diplomatik. (Starke: 1989: 469) 
Meskipun sudah banyak terdapat perjanjian-perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan 
nasional tentang ekstradisi, ternyata semua itu belum menganut asas-asas dan kaidah-kaidah hukum dengan isi dan 
ketentuan yang tercantum di dalamnya. Bahkan dalam prakteknya, ada negara-negara yang bersedia 
mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan meskipun kedua negara itu belum terikat pada perjanjian ekstradisi atau 
mungkin juga belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. Dalam menyelesaikan 
kasus ekstradisi tersebut, mereka berpegang pada azas-azas dan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi yang sudah 
dianut secara umum dan merata oleh bagian terbesar negara-negara di dunia. Oleh karena itulah lembaga ekstradisi 
ini  sudah diakui dan diterima oleh para sarjana hukum pidana internasional sebagai hukum kebiasaan internasional 
(international costumary law). (Parthiana: 2003: 128) 
Menurut hukum pidana internasional tidak ada kewajiban untuk menyerahkan juga dan tidak ada kewajiban 
untuk tidak menyerahkan. Penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta 
sering mengalami kendala atau tidak dapat dilakukan karena alasan belum terdapatnya suatu perjanjian ekstradisi 
diantara kedua negara. Negara-negara Eropa, sesuai dengan undang-undang nasional negara mereka, ekstradisi 
hanya dapat dilakukan jika negara peminta dan negara mereka telah mempunyai perjanjian ekstradisi. (Parthiana: 
2003: 470-471)  Permasalahan utama terkait dengan Aset hasil tindak pidana korupsi yang disembuyikan diluar 
negeri dengan berbagai cara contohnya di bank, diinvestasikan dalam bentuk properti dan jasa. Praktek seperti ini 
secara implisit telah terjadi sangat lama akan tetapi proses pengembalian aset-aset tersebut bukan hanya berkaitan 
dengan hukum lebih dari satu negara saja, hal ini berkaitan dengan hubungan antar negara seperti faktor-faktor 
politik, hubungan bilateral dan itikad baik dari negara bersangkutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 
Hal ini mengakibatkan upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi begitu sulit. Para 
pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara. Sementara, 
para penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakkan hukum di dalam 
yurisdiksi negara-negara lain. Karenanya, dalam melakukan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi 
ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerja sama internasional, salah satunya dengan memanfaatkan 
mekanisme dari instumen hukum pidana internasional dan dengan bantuan hukum timbal-balik dalam masalah 
hukum pidana, dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset korupsi tersebut. 
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan salah satu diantara terobosan hukum 
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu tujuan utama UNCAC adalah memperkuat langkah-langkah 
pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif yang memerlukan kerjasama antar negara 
karena yang dalam kenyataannya hasil korupsi yang berada di negara ketiga sering ditempatkan dan diinvestasikan 
di negara lain berdasarkan kerahasiaan bank yang bersifat konvensional. Untuk itu, UNCAC menawarkan 
mekanisme Asset Recovery sebagaimana tertuang dalam Bab V UNCAC untuk mencegah, melacak dan 
mengembalikan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mekanisme 
untuk pengembalian aset dapat dilakukan dalam bentuk Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA), Civil 
Litigation dan Non-Conviction Based Forfeiture. Indonesia sendiri telah menjadi negara Pihak dari konvensi ini dan 
menggunakan instrumen hukum internasional dalam rangka mengadili pelaku korupsi dan mengembalikan aset hasil 
korupsi dengan meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. (Candra: 2018: 1) 
Pelaksanaan kerjasama antar negara untuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, masih terdapat 
kendala-kendala yang disebabkan antara lain: sistem hukum yang berbeda, sistem perbankan dan finansial yang 
ketat dari negara di mana aset berada, praktik dalam menjalankan hukum, keterbatasan kemampuan teknologi dan 
perlawanan dari pihak yang hendak diambil asetnya oleh Pemerintah. (Prasasthi: 2011: 2) Pengembalian aset 
korupsi ini sendiri menjadi semakin sulit ketika suatu negara yang penempatan aset tersebut tidak mau dan tidak 
mampu bekerjasama dalam membagi dokumen maupun riwayat transaksi atas dasar dasar kerahasiaan. Oleh sebab 
itu permasalahan ini harus dapat di selesaikan sebagai upaya dari efisiensi pengembalian aset korupsi yang berada di 
luar negeri. 
Perjanjian ektradisi sendiri bagi Indonesia dan negara-negara lain sangat diperlukan sebagai sarana penegakkan 
hukum baik melaui prosedur peradilan terhadap para pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi, karena 
tindak pidana korupsi sendiri bukan hanya berdampak secara ekonomi melainkan menyangkut segala sendi dari 
kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena hal itu status kedudukan dari perjanjian ekradisi sangat diperlukan 
sebagai bentuk dari kerjasama internasional dan sebagai suatu trobosan hukum dalam membantu pemberantasan 
tindak pidana korupsi di berbagai belahan negara termasuk Indonesia. Dikarenanakan banyaknya pelaku kejahatan 
tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain dapat dikembalikan melalui perjanjian extradisi yang telah 
dibuat oleh kedua negara. 
Hal ini mengakibatkan upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi begitu sulit. Para 
pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara. Sementara, 
para penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakkan hukum di dalam 
yurisdiksi negara-negara lain. Karenanya, dalam melakukan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi 
ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerja sama internasional, salah satunya dengan memanfaatkan 
mekanisme dari instumen hukum internasional dan dengan bantuan hukum timbal-balik dalam masalah hukum 
pidana, dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset korupsi tersebut. 
 
II. PERMASALAHAN 
Dari uraian sebelumnya, beberapa kajian dalam ekstradisi dan pengembalian aset korupsi masih memiliki 
ketidakpastian sehingga penulis menyusun identifikasi permasalahannya yang pertama, bagaimana pengaturan 
tindak pidana korupsi dalam hukum postitif di indonesia? Selanjutnya, setelah memahami legalitas nasional perlu 
diperhatikan betul terkait bagaimana kedudukan perjanjian ekstradisi dalam penegakkan hukum pidana internasional 
serta terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? Dan yang terakhir adalah bagaimanakah peran Mutual 
Legal Assistance (MLA) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tersebut? 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini disusun dengan jenis penelitian yuridis-normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Sumber Data berasal dari data sekunder yaitu bahan pustaka 
yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, 
artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Teknik pengumpulan data dan analisis data 
menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dianalisa secara deskriptif.  
 
 
 
 
IV. PEMBAHASAN 
1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Postitif di Indonesia 
Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. 
Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dikemukakan oleh A. Rahman Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi 
Hamzah, bahwa “sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu 
bangsa“. Fakta sejarah membuktikan, beberapa rezim di dunia jatuh akibat korupsi yang merajalela, antara lain: 
rezim soeharto di Indonesia, rezim Chiang Kai Shek di Tiongkok, Ngo Dim Diem di Vietnam, Raja Farouk di 
Mesir, Raja Idris di Libya, dan Marcos di Filipina. Bahkan beberapa waktu yang lalu Presiden Zein el Abidin bin 
Ali yang berkuasa selama 23 tahun di Tunisia dan Presiden Hosni Mubarok yang berkuasa selama 30 tahun di Mesir 
juga dijatuhkan oleh rakyat akibat maraknya praktik korupsi di negara tersebut. (Andi Hamzah: 2005: 2) 
Banyak upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengedepankan hukum sebagai landasan 
dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi upaya tersebut belum terlihat hasilnya dan belum 
memuaskan masyarakat dan hampir tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi yang merajalela dan 
hampir merata di seluruh sektor pembangunan. Semakin adanya praktek tindak pidana korupsi disebabkan karena 
pada masa orde baru sejak tahun 1965 sampai dengan 1997, bahwa aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas 
memberantas kejahatan korupsi oleh jaksa, sehingga pemberantasan kasus-kasus kejahatan korupsi tidak optimal.” 
(Hertanti: 2009: 23) 
Maka seharusnya landasan idiil Pancasila dijadikan pandangan hidup atau ideologi bangsa indonesia. Secara 
etimologis, ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea memiliki arti gagasan atau cita-cita atau sebuah 
pandangan, sedangkan logos diartikan sebagai ilmu atau ratio.(Pandji Setijo: 2010: 87) Merujuk pada pengertian 
kedua kata tersebut, maka ideologi dapat diartikan sebagai suatu cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada 
ratio. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf asal perancis bernama Antoine Destutt d’Tracy 
pada tahun 1976 menurut Tracy, Ideologi adalah science of idea, yaitu ilmu tentang pikiran manusia yang mampu 
menunjukkan arah yang benar kearah masa depan. 
Sementara itu, istilah bangsa berarti sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah dengan suatu 
pemerintahan serta memiliki kehendak bersatu. Menurut Bung Karno mengutip kata-kata Ernest Renan, syarat 
sebuah bangsa adalah adanya kehendak untuk bersatu (le desir d’etre ensemble). Jadi tidak cukup hanya ada 
manusia, wilayah, dan pemerintahan untuk dapat dikatakan sebagai sebuah bangsa. Tanpa adanya kehendak untuk 
bersatu, maka sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah dan mempunyai pemerintahan dapat dikatakan 
sebagai sebuah bangsa.(Fatwa: 2010: 97) 
Pancasila juga memiliki peranan penting dalam menyadarkan rakyat indonesia bahwa hakikat hidup manusia 
itu bukan hanya sebagai makhluk individu tetapi juga makhluk sosial. Fenomena yang ada, pancasila terpinggirkan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terlihat pancasila sebagai pajangan serta pelengkap 
dalam suatu ruangan atau upacara-upacara. Akibatnya diantaranya kemerosotan moral, mengedepankan golongan 
dan kelompoknya. Kemerosotan moral memicu materialisme, diantaranya melahirkan perilaku dan praktik koruptif, 
tidak malu korupsi, serta tidak takut manipulasi.(Waluyo: 2016: 10) 
Begitupun dengan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi landasan utama bagi bangsa indonesia 
dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ide kenegaraan yang tercantum dalam UUD 1945 
mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara itu sendiri, baik segi politik, ekonomi, hukum serta hak asasi 
manusia, sosial budaya, hankam dan lain-lain. Beberapa kenegaraan dalam UUD 1945 yang menjadi landasan 
konstitusional dalam melakukan pemeberantasan korupsi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain : 
 
1. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (perubahan ke.III), yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
2. Pasal 27 ayat 1 menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 
3. Pasal 28 A UUD 1945 (perubahan ke.II), Berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya” 
4. Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 (perubahan ke.II), berbunyi: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 
umat manusia” 
5. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Perubahan ke-ID), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" 
6. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Perubahan ke-II ), berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan ndapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan" 
7. Pasal 31 ayat (1) menegaskan: "Setiap warga negara berhak mendapa pendidikan". 
8. Pasal 33 UUD 1945, berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas (2) 
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai (3) Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai (4 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
kekeluargaan. hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelan jutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional (Perubahan ke-IV). 
9. Pasal 34 UUD 1945 (Perubahan ke-IV), berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 
negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan h. (3) Negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kese (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang. (Waluyo: 2016: 12-13) 
 
Maka peraturan perundang-undangan terkait mengenai permasalahan korupsi sebenarnya bukan hanya menjadi 
persoalan bagi pemerintah indonesia, tetapi juga menjadi persoalan dunia internasional. Maraknya praktik korupsi 
merupakan ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan 
integritas, yang saat ini didengungkan oleh dunia internasional. Masyarakat internasional juga menilai bahwa 
korupsi juga menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai etika, dan keadilan serta 
mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu negara hukum. Oleh karena itulah dunia internasional 
seringkali mengadakan konvensi dan menyusun regulasi untuk menekan praktik korupsi yang terjadi di berbagai 
negara. 
Beberapa instrumen hukum nasional terkait pemberantasan korupsi yang telah diterbitkan oleh pemerintah 
indonesia adalah : TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi 
dan nepotisme, UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan UU No.20 tahun 2001, UU No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, UU 
No.1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, Instruksi Presiden RI No.5 tahun 2004 tentang 
percepatan pemberantasan korupsi, Instruksi Presiden RI No.9 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi tahun 2011, Instruksi Presiden RI No.17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi tahun 2012, Peraturan Presiden RI No.55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan 
dan pemeberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014, Instruksi Presiden 
RI No.1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013, Instruksi Presiden RI No.7 
tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasab korupsi tahun 2015. 
Beberapa instrumen internasional terkait upaya pemberantasan korupsi dan telah diratifikasi oleh pemerintah 
indonesia adalah; United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, diratifikasi oleh pemerintah 
indonesia melalu UU RI No. 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 
(konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi,2003) ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional 
untuk meningkatkan citra indonesia dalam percaturan politik internasional bisa dikatakan bahwa ratifikasi ini untuk : 
 
1. Meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, memebekukan, menyita, dan 
mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang ditempatkan diluar negri. 
2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudukan tata pemerintahan yang baik. 
3. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan 
narapidana, pengalihan proses pidana, dan penegakan hukum. 
4. Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan 
korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, 
regional, dan multilateral. 
5. Harmonisasi perundang-undangan nasional dalam pencegahan pemeberantasan korupsi sesuai dengan konvensi 
ini. 
 
Maka hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Namun 
sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Melainkan juga 
perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. 
Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum. (Hartanti: 2006: 
1). 
 2. Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Korupsi 
Dalam kehidupan sehari hari ada pelaku kejahatan yang setelah melakukan kejahatan di dalam wilayah suatu 
negara kemudian melarika diri ke wilayah negara lain dan berada di negara tersebut dalam jangka waktu yang lama 
demi menghindari tuntutan pidana dari negara tempatnya melakukan kejahatan. (Parthiana: 2015: 219) Dalam 
kasus-kasus seperti ini negara yang memiliki yurisdiksi kriminal untuk mengadili pelakunya menghadapi masalah 
dalam memproses pelakunya. Mulai dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukumnnya seperti kepolisian, kejaksaan, 
maupun pengadilannya. 
Pengertian ekstradisi merupakan penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian 
ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan tindak 
pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang 
dilakukannya (terhukum atau terpidana) oleh negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki 
yurisdiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut dengan maksud untuk 
mengadili atau meghukumnya. 
Adapun pendapat dari M Cherief Bassiouni tentang ekstradisi yaitu: (Anis Widyawati: 2014: 173-174):“proses 
hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional, dimana satu negara 
memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seorang yang didakwa atau dihukum karena tindak kejahatan 
terhadap hukum negara yang meminta atau yang melanggar hukum pidana internasional agar diadili atau dihukum 
di negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan.” 
Sedangkan pengertin menurut UU Rl No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi: “penyerahan oleh suatu negara 
kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu 
kejahatan di fuar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yunsdiksi wilayah negara yang meminta 
penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.“ 
Ekstradisi kemudian menjadi hal yang terkait dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Beberapa 
kasus tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negara yurisdiksinya, kemudian dapat ditindak dan ditangkap 
atas dasar ekstradisi. Ekstradisi berasal dari bahasa latin "extradere" (kata kerja) yang terdiri dari kata "ex" artinya 
keluar dan "Tradere" artinya memberikan (menyerahkan), dengan kata bendanya "Extradio" yang artinya 
penyerahan. Istilah ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam penyerahan pelaku 
kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. (INTERPOL: 2010) 
Kedaulatan negara hanya dapat dilaksanakan di wilayah atau teritorialnya dan akan berakhir ketika sudah 
dimulai diwilayah atau territorial negara lain. (Kusumaatmadja: 1982: 12) Meskipun suatu negara telah memiliki 
judical jurisdiction atau kewenangan untuk mengadili seseorang berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam 
hukum internasional, namun tidak begitu saja negara dapat melaksanakannya ketika orang tersebut sudah berada di 
negara lain. 
Untuk itulah dalam tatakrama dan dinamika pergaulan internasional dibutuhkan permohonan ekstradisi dari 
requestingi state kepada reguested state. Dengan demikian keterbatasan kedaulatan territorial bisa dijembatani 
melalui kerjasama dengan negara lainnya untuk proses penegakkan hukumnya.(Sefriani: 2018: 241) Keberhasilan 
dari kerjasama penegakkan hukum tersebut pada umumnya tidak akan menjadi kenyataan jika tidak perjanjian 
billateral ataupun multilateral dalam penyerahan pelaku kejahatan atau dalam kerjasama penyidikan, penuntutan, 
dan peradilan. Persyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa adanya perjanjian itupun kerjasama 
penegakkan hukum dapat dilaksanankan berdasarkan bantuan timbal balik (resiprositas). 
Kerjasama penerapan yurisdiksi atau penegakkan hukum yang tertua adalah ektradisi, kemudian diikuti dengan 
kerjasama penegakkan hukum seperti, dengan “mutual assistance in criminal metters” atau ”mutual legal assistance 
treaty” (MLAT’s) “transfer of sentenced person” (TSP), transfer of criminal proceedings”, (TCP), dan “join 
investigation” serta “handing over” (Sefriani: 2018: 242) 
Pemerintah indonesia dalam pelaksanaannya telah memiliki undang-undang untuk ekstradisi dengan undang-
undangan nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan termasuk dengan 
pembekuan dan penyitaan aset dengan undang undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbak dalam masalah 
pidana (mutual assistance in criminal metters). 
Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu "perjanjian" (treaty) antara Negara Republik Indonesia dengan negara 
lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan 
atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2) 
Undang-Undang Ekstradisi. Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asylum yaitu tujuan politik dan 
merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktikan guna melebihi 
batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan 
diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar 
negeri dapat dilaksanakan. (Starke: 1989: 35) 
Apabila dijabarkan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum 
pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal 
mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 
2003. (Atmasasmita: 2006: 1) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap 
stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan 
keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. 
Perjanjian internasional mengenai ekstradisi terdiri dari beberapa macam dan bentuk. Salah satu bentuk dari 
perjanjian internasional mengenai ekstradisi adalah perjanjian internasional bilateral mengenai ekstradisi. Contoh 
dari perjanjian bilateral ini adalah perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea yang 
sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Bentuk lain dari perjanjian ekstradisi mengenai 
ekstradisi adalah perjanjian internasional multilateral mengenai ekstradisi. Perjanjian seperti ini akan diatur dalam 
suatu perjanjian internasional multilateral regional. Konvensi Ekstradisi Liga Arab yang dibuat pada tanggal 14 
September 1952 merupakan salah satu contoh dari perjanjian ekstradisi multilateral regional. Terdapat juga 
perjanjian internasional yang di dalamnya mengandung pengaturan mengenai ekstradisi. Konvensi UNCAC yang 
sudah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pengesahan 
United Nations Covention Against Corruption tahun 2003 (UNCAC). Masalah ekstradisi dalam UNCAC diatur 
dalam pasal 44 UNCAC. Selain dari bentuk-bentuk perjanjian internasional mengenai ekstradisi di atas, pengaturan 
mengenai ekstradisi juga terdapat pada United Nations Model Treaty on Extradition (1990). (Pharthiana: 1993: 76) 
Adapun prosedur pelaksanaan esktradisi terdapat dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979. 
Dalam hal Indonesia sebagai negara yang diminta maka negara peminta mengajukan permintaan pencarian, 
penangkapan dan penahanan sementara atas orang yang dicari kepada Kapolri atau Jaksa Agung Republik 
Indonesia. Polri atau Kejaksaaan melakukan pencarian dan melakukan penangkapan dan penahanan sementara 
sesuai dengan permintaan negara peminta. Kemudian Menteri Kehakiman Republik Indonesia melakukan 
pengecekan tentang kelengkapan berkas permintaan ekstradisi tersebut. Setelah itu Presiden Republik Indonesia 
mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang apakah permintaan ekstradisi tersebut 
dikabulkan atau ditolak. 
3. Peran Mutual Legal Assistance (MLA) Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi 
Perang melawan korupsi terus meningkat pesat sampai ke puncak agenda politik. Dalam sebuah konsensus 
internasional telah diupayakan melalui negosisiasi dalam hal anti korupsi. Konvensi OECD tentang pemberantasan 
suap pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional telah memulai titik awal yang baik yakni pada tahun 
1977. Beberapa instrumen yang telah diuraikan diatas seperti instrumen regional sampai kepada konvensi 
internasional anti korupsi (UNCAC) pada tahun 2003 telah mengandung makna bahwa korupsi tidak dapat lagi 
ditoleransi dan bahwa selayaknya negara-negara pihak harus saling mendukung baik secara konprehensif dalam 
menangani fenomena ini. UNCAC sendiri menjadi sebuah harapan adanya kepatuhan yang berlaku secara uniersal 
dari tahapan awal, ini menunjukkan bahwa UNCAC berperan sebagai intrumen pertama yang secara global melawan 
tindak pidana korupsi. (Ozaki: 2007: 15) 
Selain ekstradisi, bentuk kerjasama antar negara dalam praktik hukum kebiasaan internasional dapat dilakukan 
melalui Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs). Menurut Siswanto Sunarso, Mutual Legal Assistance, yakni 
suatu perjanjian yang bertujuan pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari Negara Diminta dengan Negara Peminta. 
(Sunarso: 2009: 133) Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA), atau Bantuan Timbal Balik Dalam 
Masalah Pidana merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan negara diminta. Didalam United Nations 
of Drugs and Crime (UNODC), Mutual Legal Assistance diartikan sebagai sebuah proses kerjasama internasional 
dimana negara-negara meminta dan menyediakan bantuan dalam mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam 
penyelidikan dan pengadilan kasus pidana, dan dalam melacak, membekukan, menyita dan akhirnya menyita 
kekayaan yang berasal dari perbuatan pidana. (Chapter VIII International Legal Cooperation, United Nations of 
Drugs and Crime) 
Apabila dikaji dari perspektif hukum pidana internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu 
kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi 
masyarakat internasional. Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai “Prevention of Crime and 
Treatment of Offenders” yang mengesahkan resolusi “Corruption in Goverment” di Havana tahun 1990 
merumuskan tentang akibat korupsi, berupa: (Rumokoy: 2011: 4) 
1. Korupsi dikalangan pejabat publik (corrupt activities of public official):  
a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (can destroy the potential 
effectiveeness of all types of govermental programmes) 
b. Dapat menghambat pembangunan (hinder development). 
c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (victimize individuals and groups). 
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan 
pencucian uang. (Arief: 1998: 69) 
Dalam United Nations Convention Againts Transnational Organized Crimes (UNTOC)/Palermo Convention 
tahun 2000, bantuan hukum pidana timbal balik atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) ini 
meliputi perolehan barang bukti dan pernyataan, menyediakan bantuan dokumen-dokumen hukum, melaksanakan 
penelusuran dan penyitaan, melaksanakan pemeriksaan objek dan lokasi, menyediakan informasi, bukti, penilaian 
ahli, dokumen dan arsip-arsip, mengidentifikasi atau penelusuran proses kejahatan, harta benda, atau peralatan-
peralatan yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dan perampasan untuk kepentingan penyitaan, Pasal 13 
memfasilitasi kehadiran saksi-saksi dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang tidak dilarang oleh hukum nasional. 
Meskipun begitu bantuan yang diberikan oleh suatu negara tidak harus terbatas pada yang disebutkan di atas, 
bantuan lainnya juga dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional suatu negara. (Firdaus: 
2017: 4) 
Konvensi UNCAC yang sudah diratifikasi berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC 
Tahun 2003 telah mengatur beberapa substansi yang berkaitan dengan pengaturan masalah perlindungan kedaulatan 
(Pasal 4 UNCAC), masalah daluarsa (Pasal 29 UNCAC), masalah yurisdiksi (Pasal 29 UNCAC), dan masalah 
ekstradisi (44 UNCAC). 
Berdasarkan asas-asas konvensi UNCAC Tahun 2003 maka penyerahan aset-aset kejahatan diatur dalam 
beberapa Pasal UNCAC  yang menyangkut penyitaan asaet dapat dilihat dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UNCAC, 
sebagai berikut: (Sunarso: 2009: 97) 
a. Berkaitan dengan Pasal 52 UNCAC mengenai pencegahan dan pelacakan pengalihan aset perolehan hasil 
kejahatan. Indonesia sejauh ini telah berupaya untuk menuangkannya dalam beberapa undang-undang antara 
lain, UU no 15/ 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/ 
2003, khususnya Bab IV dan Bab V, peraturan BI. No 3/10/PBI/2001 tanggal 18 juni 2001 tentang prinsip 
mengenai nasabah (KYC), sebagaimana diubah oleh peraturan No. 5/21/PBI/2003, UU No. 1/2006 tentang 
Mutual Legal Assistance (MLA), UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU no 28/1999 tentang 
pelaporan harta kekayaan pejabat peyelenggara negara. 
b. Diperlukan Asset Management Unit yang mengelola aset hasil korupsi serta penunjukan instituti pelaksana 
yang terkait dengan pengelolaan aset. Sampai sekarang pengaturan uang hasil pengembalian aset negara 
diserah kepada negara (departemen keuangan). Perlu diketahui bahwa alur pengembalian aset negara hasil 
korupsi kemungkinan pengelolaannya untuk kepentingan operasional penyelamatan aset negara selanjutkan 
dalam UNCAC dimungkinkan adanya permintaan dari negara peserta yang diminta untuk bekerjasama untuk 
mengurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka penyelidikan, penuntutan, atau persidangan 
terkait dengan pengembalian aset tindak pidana korupsi Pasal 57 Ayat 4. 
c. Gugatan dalam rangka asset recovery sebagaimana dianut di indonesia melalui UU.No 31/1999, yang diawali 
dengan adanya perkara pidana korupsi, sudah diberi peluang untuk dilakukan gugatan perdata terhadap 
tersangka terpidana. Pernasalah terkait dengan hal tersebut yakni belum ada peraturan formal, prosedur, atau 
proses beracaranya sehingga yang enjadi pertanyaan bagamana prosedur gugatan perdata dibuka seluas luasnya 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNCAC. Apabila dikaitkan dengan Pasal 53 UNCAC maka 
diperlukan surat penetapan pengadilan terkait dengan penyelamatan aset (dalam proses pembekuan, penyitaan 
aset, dsb) yang tidak memungkinkan adanya peluang perlawanan (verzet). 
Ruang lingkup dari  kerjasama MLA ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tindakan, yaitu: 
(Syahmin: 2013: 63)  
1. Mengindentifikasi dan mencari orang;  
2. Mendapatkan pernyataan, dokumen dan alat bukti lainnya;  
3. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan;  
4. Menyampaikan surat;  
5. Melaksanakan permintan penggeledahan;  
6. Pembekuan, penyitaan dan perampasan asset hasil tindak pidana. 
Dalam menetapkan mekanisme pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, maka dibentuklah 
perjanjian baik bilateral, multilateral maupun regional negara-negara yang akan merumuskan mekanisme bantuan 
timbal balik serta penetapan pihak berwenang yang memiliki otoritas terkait dengan pengajuan permintaan 
persyaratan permintaan, bantuan untuk mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan barang bukti dan 
bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang. 
Secara umum, mekanisme hubungan timbal balik akan dilakukan oleh suatu Central Authority atau Pejabat 
Pemegang Otoritas yang akan berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik 
dalam masalah pidana maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara 
asing. Secara singkat, mekanisme permintaan dan pemberian bantuan timbal balik adalah sebagai berikut: (Syahmin: 
2013: 65) 
a) Pengajuan bantuan timbal balik secara tertulis, diserahkan Negara Peminta kepada Negara Diminta. 
Walaupun permintaan bantuan dapat dilakukan secara lisan, namun permintaan harus dikonfirmasi secara 
tertulis dalam lima hari. Informasi yang diberikan antara lain harus mencakup nama peminta bantuan, 
tujuan permintaan, penjelasan masalah pidana, penjelasan mengenai bukti dan informasi bantuan yang 
diminta, identitas, lokasi dan kewarganegaraan orang yang sedang dicari, identitas, lokasi dan 
kewarganegaraan orang yang dapat memberikan bantuan dan informasi pendukung lainnya. 
b) Pejabat Pemegang Otoritas Negara Diminta akan memproses permintaan bantuan dengan segera. 
c) Negara Diminta selanjutnya akan menyerahkan bukti atau informasi terkait yang diminta oleh Negara 
Peminta terkait dengan masalah pidana yang diajukan. 
Menurut UU No. 1 tahun 2006 pada umumnya penegakkan hukum dalam bergerak jauh tertinggal dengan 
pelaku kejahatan dalam upaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Meskipun secara teoritis antarnegara 
sudah ada kesepakatan kerja sama dan koordinasi antarnegara, namun dalam menangani kejahatan tradisional, pada 
implementasinya mengalami kendala birokrasis yang cukup rumit sehingga dalam proses kerja sama antar negara 
harus dirumuskan secara detail dan jelas. 
Sedangkan perjanjian bantuan timbal balik atau MLA dalam masalah pidana, atau lebih dikenal dengan Mutual 
Legal Assistance in Criminal Matters (MLA), diperlukan bagi negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi. 
Dengan bantuan timbal balik masalah pidana ini masih dimungkinkan penyerahan pelaku kejahatan dari negara 
peminta dan negara yang menyerahkan. Prinsip MLA ini ialah dengan asas resiprositas (asas bantuan timbal balik) 
yaitu masing-masing negara memberikan bantuan kerjasama dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional atas 
dasar permintaan.(Sunarso: 2019: 150) 
MLA dilakukan didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan timbal balik (resiprositas) dua 
negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA bilateral dengan Australia, 
China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah 
ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. (Situmorang: 2012: 17) Pemerintah 
Indonesia telah memiliki “undang-undang sebagai payung hukum” (umbrella act) untuk ekstradisi dengan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan, termasuk 
pembekuan dan penyitaan aset, dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam 
Masalah Pidana (mutual legal assistance in criminal matters).(Sunarso: 2009: 146) yang selanjutnya disebut 
Undang-Undang MLA yang mengatur ruang lingkup MLA, prosedur Mutual Assistance Request dan pembagian 
hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang bersangkutan. 
Bantuan  timbal balik pidana dibentuk karena dilatarbelakangi adanya kerjasama antar negara dalam masalah 
pidana, sampai saat ini belum terdapat landasan hukummnya, meskipun sebenarnya sudah dikenal lembaga 
ekstradisi. Sesuai dengan UU no 1 tahun 2006 pemerintah indonesia telah menerbitkan undang-undang yang 
mengatur tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang bertujuan memberikan dasar hukum bagi 
pemerintah RI dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan juga sebagai 
pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. 
Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini merupakan permintaan bantuan dengan berkenaan dengan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan negara diminta. Lingkup bantuan ini meliputi permintaan administratif penyidikan, bantuan tindakan 
upaya paksa, pembekuan aset kekayaan, dan bantuan lainnya yang sesuai dengan undang undang ini. 
Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini, tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi 
atau penyerahan orang, melakukan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk 
kepentingan ekstradisi atau penyerahan orang, serta pengalihan narapidana atau pengalihan perkara. Sebagai prinsip 
dalam pemberian bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini, dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Apabila 
belum ada suatu perjanjian maka bantuan ini dapat dilakukan atas dasar hubungan timbal balik berdasarkan prinsip 
resiprositas. (Sunarso: 2009: 151) 
Undang-Undang  No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan dasar 
hukum dan pedoman bagi Indonesia dalam meminta dan/ atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah 
pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan 
dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan Negara Diminta (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2006). Frase "timbal balik" 
mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan 
dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian 
bantuan. Penandatanganan Perjanjian MLA merupakan salah satu cara Pemerintah RI mengikatkan diri pada 
perjanjian internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
(Puteri Hikmawati: 2019: 2) 
Penandatanganan suatu naskah perjanjian internasional yang menjadi titik awal kedua negara terikat pada 
perjanjian (consent to be bound) dan ketika perjanjian menjadi sah menimbulkan suatu kepastian hakum yakni 
perjanjian tersebut telah terikat dan bersifat memaksa kepada kedua negara dengan adanya penandatangan, 
Keberadaan terikatnya suatu perjanjian dengan penandatanganan diatur di dalam Pasal 12 Vienna Convention on 
Law and Treaties (VCLT) 
Penanganan kasus korupsi yang telah  diamanatkan oleh Konvensi PBB Melawan Korupsi, yaitu United 
Nations on Convention Againsts Corruption (UNCAC) dan United Nations on Convention against Transnational 
Organized Crime (UNTOC). Menurut Pasal 43 ayat (1) UNCAC memuat ketentuan dari kerjasama internasional 
yakni :  
“States Parties shall cooperate in criminal matters in accordance with articles 44 to 50 of this Convention. 
Where appropriate and consistent with their domestic legal system, States Parties shall consider assisting each 
other in investigations of and proceedings in civil and administrative matters relating to corruption.” 
Pasal yang termuat dalam Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa negara peserta menandatanganan harus bekerja 
sama secara internasional sepanjang perlu dan sesuai dengan sistim hukum nasional masing-masing. Negara pihak 
harus mempertimbangkan untuk saling membantu dalam proses yang berkaitan dengan korupsi. 
Konsep dari pengembalian asset recovery signifikansinya dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut 
Matthew H. Fleming dalam dunia internasional tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. 
(Fleming: 2005: 27) Patut diketahui bahwa di dalam UNCAC sendiri tidak terdapat pendefinisian yang jelas 
mengenai pengembalian aset. Fleming sendiri melihat unsur-unsur pengembalian aset adalah sebagai berikut:  
 
1. proses pencabutan, perampasan, penghilangan;  
2. yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana; 
3. salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat 
menggunakan hasil serta keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat atau sarana untuk 
melakukan tindak pidana lainnya. 
 
Pasal 46 UNCAC menjelaskan bahwa setiap negara wajib saling memberikan bantuan timbal balik dalam 
masalah pidana seluas luasnya, dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan berkaitan dengan 
tindak pidana yang diatur dalam konvensi ini. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini dengan bertujuan 
sebagai berikut: 
 
a. mendapatkan bukti atau keterangan keterangan dari setiap orang 
b. melaksanakan pelayanan dokumen yudisial 
c. melakukan penggeledahan, perampasan dan pembekuan 
d. memeriksa objek dan tempat 
e. memberikan informasi barang-barang bukti dan penilaian ahli 
f. menyediakan atau memberikan dokumen asli atau salinan resmi yang relevan, dan rekaman rekaman dari 
pemerintah bank, keuangan, perusahaan, atau bisnis 
g. mengidentifikasi atau melacak kekayaan, peralatan-peralata, atau benda lain, yang merupakan hasil 
kejahatan untuk tujuan pembuktian 
h. memfasilitasi kehadiran orang-orang di masing-masing negara secara sukarela 
i. pemberian bantuan dalam bentuk lain, yang tidak bertentangan dengan hukum nasional negara diminta 
j. mengidentifikasi, membekukan, melacak, terhadap semua barang yang diperoleh dari hasil kejahatan sesuai 
konvensi 
k. pengembalian aset-aset sesuai ketentuan dalam konvensi ini. 
 
Setiap negara tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan 
alasan kerahasian bank. Permintaan bantuan timbal balik ini dengan menafsirkan tidak adanya kejahatan bersifat 
ganda. Setiap negara berhak untuk menolak untuk memberikan bantuan berdasarkan pasal ini.  
Permasalah dalam penanganan pengembalian hasil tindak pidana korupsi ini sendiri masih menjadi masalah 
disebabkan karena sistem hukum negara yang berbeda dan untuk indonesia sendiri dalam melakukan perjanjian 
internasional dengan negara lain harus dilakukan dengan pengesahan dan Indonesia sendiri harus memerlukan 
pengesahan terlebih dahulu, dengan undang-undang oleh DPR RI. DPR RI dan Presiden perlu menindak lanjuti 
perjanjian tersebut dengan membahas undang-undang terkait dengan pengesahan suatu perjanjian agar mengikat 
terhadap kedua negara (consent to be bound). 
Walaupun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dan UNTOC tersebut, akan tetapi Indonesia perlu membuat 
mekanisme ataupun pedoman khusus terkait bagaimana Mutual Legal Asisstance dan Asset Recovery daripada 
tersangka maupun terpidana koruptor tersebut jika asetnya berada di luar negeri. Penulis berpendapat bahwa 
perlunya suatu pengembangan melalui regulasi peraturan perundang-undangan atau sui generis (suatu rezim khusus) 
terkait dengan pengambialihan asset dari tindak pidana korupsi melalui mekanisme perjanjian extradisi. 
 
V. SIMPULAN 
Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan KKN sudah 
memadai, di antaranya yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
KKN, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah UU No. 20 
Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Instruksi 
Presiden  No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden  No. 11 Tahun 
2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi bagaimana efektivitasnya, 
peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif bila digerakkan oleh 
penegakan hukum. 
Penegakan Tindak pidana korupsi lintas negara dapat dilakukan dengan ekstradisi dimana negara yang 
bersangkutan bekerjasama dengan negara yang memberi permintaan dalam melakukan penangkapan, deportasi 
maupun pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi. Perjanjian ekstradisi merupakan sebuah terobosan hukum 
yang paling penting untuk mempermudah sebuah negara untuk mengembalikan pelaku kejahatan yang melarikan 
diri ke negara lain. Negara-negara cenderung untuk memilih bentuk perjanjian ekstradisi sebagai saran kerjasama 
internasional untuk mencegah dan membertantas pelaku kejahatan. Selain itu juga, perjanjian ekstradisi merupakan 
bentuk penegakkan hukum yang dilakukan dalam suatu negara. Jika ketidakadaannya sebuah perjanjian ekstradisi 
antar negara, maka akan mempersulit suatu proses pengembalian pelaku kejahatan ke negara peminta dan dapat 
merugikan kedua negara tersebut, baik negara yang menyerahkan maupun negara yang meminta pelaku kejahatan 
tersebut. 
Pengembalian aset tindak pidana korupsi sendiri melalui ekstradisi dikenal lewat mekanisme bantuan hukum 
Timbal balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) dimana negara yang terlibat 
harus secara sadar dan beritikad baik bekerjasama untuk mengembalikan aset korupsi yang disimpan dinegara 
bersangkutan hal ini untuk menghindari serta sebagai bentuk penegakan hukum bagi tindak pidana lintas negara  hal 
tersebut sesuai dengan 43 (1), dan terkait dengan hal tersebut suatu negara dapat menolak memberikan timbal balik 
dengan konsep dasar kriminalitas ganda (double criminality) Pasal 46 ayat (9). 
 
VI. SARAN 
Maka seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diterapkan bagi semua orang tanpa 
memandang jabatan atau hubungan kerja dan kekeluargaan, karena aturan  hukum berlaku sama pada setiap orang, 
dan seluruh komponen masyarakat pada umumnya. Aturan atau penegakkan hukum mengenai ekstradisi pada saat 
ini harus memiliki pembaharuan dalam perundang-undangannya agar tidak ada lagi pelaku tindak pidana korupsi 
yang mudah melarikan diri keluar negeri dan merugikan warga negara indonesia. Dan yang kemudian diperlukan 
suatu regulasi atau rezim khusus terhadap pengembalian tindak pidana korupsi melalui Mutual Legal Assistance dan 
kerja sama internasional melalui pengembangan mekanisme ekstradisi. 
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